- BUPAT]I PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4% TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ﬂ Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 431 syvai (3) Persturan
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Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Berang
Milik Daerah bahwa Penghapusan Dar Dafiar Barang Ml
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hulkuim 1etap dan
sudah tidak ada upaya hukum lsinnvs, menjislaaken
ketentuan Undang-Undang, pemusnahan, atan sehab laan;

. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan

Barang Milik Daerah, maka Penghapusan Barang Mk
Daerah perlu dilaksanakan secara ecfisien, cfekuf, dan
akuntabel;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbegaimana domaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persturen
Bupati tentang Penghapusan Barang Mihk Dasrah

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentuks=s

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daersh

Propinsi Sumatera Tengah [Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1956 Nemor 25);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 entang Pembenrukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembsren

Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
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3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Earat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44.38);

5. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Hurﬂ-'l_' 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5587) sebagrimana telah diubah beberapa kali terakhir

" dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia
Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahua 2014 Nomor 932, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagmimana telah

I // diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3

. Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;




+ ¥

. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ¢ PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH.
BAB |
. KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sckda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku
pengelola barang milik daerah.

b 6. Barang Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati

=t SR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
SARAF KOORDINASE /

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
EE“Dh ITI kewenangan daerah kabupaten.
ﬂm!" W B. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
[ﬁg ; 'I'I.l.lr!."l.ll.:ﬂ Pengelola adalah Sekda Kabupaten Padang Pariaman.
| e G, Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya

disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola
Keuvangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
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10, Penpguna  Barang Milik Deerah adelah yang selanjutnya
disebat  Pengguna  adalah  Kepala  Perangknt  Daerah
Kabupaten pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik
Daernh.

11, Pengelola Barang Millk Daerah adalah rangkaian kegiatan dan
tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan,
penetuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan
harga, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,
inventarisasi, penilaian, pengendalian, pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta
penatausahaan,

12. Penyimpanan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Penyimpan adalah Pegawai yang diserahkan tugas untuk
menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

4 13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah Pegawai vang diserahkan tugas
untuk mengurus Barang Dacrah dalam proses pemakaian
yang ada disetiap Organisasi Perangka: Daerah Kabupaten.

14, Kartu Inventaris Barang vang selanjutnya disingkat KIB
adalah kartu untuk mencatal barang-barang inventaris secara
tersendiri atau kumpulan kolektif dilengkapi data asal,
volume, kapasitas, merk, type, nilai /harga dan data lainnya
mengenai  barang  tersebut, wvang diperlukan untuk
inventarisasi maupun tujuan lainnya, serta dipergunakan
selama barang tersebut belum dihapuskan. Kartu

Inventarisasi Barangterdin dari Kartu Inventaris Barang A, B,

C,D,EdanF.

Karu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR

adalah kartu untuk mencatat barang-barang yang ada dalam

suatu  ruangan

16. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik

! Daerah dard Daftar Barang dengan menerbitkan Surat
Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengguna atau Pengelola dari tanggungjawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam pengusahaannya.

17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan BMD.
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|8. Barang yang akan dihapuskan adalah BMD yang telah
memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sebagai BMD, yang
telah diusulkan oleh Pengelola dan Pengguna BMD.

19. Barang yang telah dihapuskan adalah BMD vang telah
memiliki kepastian dengan telah diterbitkannya keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola
BMD, Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.

(). Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.

91, Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang,

. 97 Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang
dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat, antara pemerintah provisnsi atau pemerintah
kabupaten/kota lain atau antara pemerintah daerah  dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam
bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang,

23, Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah
Kabupaten kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah
Kabupaten atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pihak
lain, tanpa memperoleh pengganti.
24, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
;WE' /  pencatatan dan pelaporan hasil perdataan Baramg Milik
Daerah.
5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
26, Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemeriniah Pusal dan
Penilai Pemerintah Daerah,
27. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu ohjek penilaian berupa BMD pada
gaat tertentii.

28. Nilai barang adalah estimasi sejumiah uang yang diperoleh
darn hasil penukaran suatu BMD pada tanggal penilaian.
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Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna;
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
¢. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 3

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa P:ngima sehagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah
tidak berada dalam penguasasn Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang,

{2} Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola scbagaimana
dimaksud delam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal barang
milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola
Barang,

(3] Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal huruf ¢ dilakukan dalam hal terjadi
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disebabkan karens:

a, pemindahtanganan atas barang milik daerah;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;

d. pemusnahan; atay

. sebab lain,

Pasal 4
{1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barang, Pengguna Barang danjfatauy Kuasa
Pengguna Barang disebablan karena:
a. penyerahan barang milik daerah;
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
¢. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
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d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya nukum lainnya;
e. menjalankan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;
[. pemusnahan; atau
g schab lain. ;

(2] Scbab lain scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan
wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 5
{1} Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1]
untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan

. dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

{2} Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.

(3] Dikecualikan dard kelentuan mendapal persetujuan
penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah unituk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
a. pengalihan status penggunaan
b. pemindahtanganan; atau
¢. pemusnahan,

(4] Bupati dapat mendelegasikan persetujuan  penghapusan
barang milik daerah berupa barang persedisan kepada
Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atan
Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(5] Pelaksanaan atas penghapusan barang milk daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {4) dilaporkan

. kepada Bupati.
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BAB Il
Pelaksangan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang

(1

(2)

{3

4]

(=)

(n

(2)

Bagian Satu
Penghapusan karena penyerahan
barang milik dacrah

Pasal 6
Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada
Bupati sebagrimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Penghepusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setrlah  Pengelola Barang menerbitkan  képutusan
penghapusan barang milik daerah.
Keputusan sebagaimana dimaksud para ayat (2) paling lama
1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima penverahan kepada Bupalti.
Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupau,
dengan melampirkan:
a. kepumsan penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Bupati.
Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan
pcnyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar

Pasal 7

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan /atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penverahan barang milik
daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan
Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengmuna Barang.

Perubahan Dafiar Barang Milik Daerah scbagai akibat dari
penyerahan barang milik daerah dan Pengguna Barang



e
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kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan,

| .
Bagian Kedua
Penghapusan karena pengalihan stabis penggunaan
hEirfﬂ ng milik daerah

Pasal 8
(1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang
milik daerah kepada Pengguna Barang lain sebagaimana

. dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan' aleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah | Pengelola'! Barang menerbitkan  keputusan
penghapusan bamngl milik daerah.

(3] Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 {satu) bulan diterbitkan
oleh Pengelola Bamn!g sejak tanggal Berita Acara Serah Terima
pengalihan status penggunaan barang milik dacrah,

(4) Pengguna Barang 'menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dcnga;n melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan

|PARAF KOORDINASIL-"  b. Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan

barang milik daerah.

(5) Berdasarkan kﬂpﬁtuua.n penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], Pengelola Barang melakukan
penyesuaian pencatitan barang milik daerah pada daftar
barang milik daerah. |

| Pasal9

{1} Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status
penggunaan barang imililc dacrah harus dicantumkan -I:IIHIHJ-'I'I
laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang
danfatau Kuasa Pengguna Barang,

(2) Perubahan daftar barang milik dacrah sebagai akibat dari
pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus



dicantumkan dalam laporan barang milik dacrah semesteran
dan laporan tahunan.

[ ] B & E T
Penghapusan karena pemindahtanganan

Pasal 10

{1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang mulik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,
dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

{2) Penghapusan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setclah  Pengelola Barang menerbitkan  keputusan
penghapusan barang milik daerah.

(3} Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama
1 {satu) bulan diterbitkan oleh Pengelo'a Barang sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima.

(4) Keputusan penghapusan barang milik dacrah karena
pemindahtanganan atas barang milik dacrah disampaikan
kepada Pengguna Barang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam hal

. pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan

secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar
menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan

¢. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal
pemindahtaneanan dilakukan dalam bentuk hibah.

(3) Pengguna Barang menyampaikan iaporan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan
melampirkan:

a. Keputusan Penghapusan; dan

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah
Hibah.

(6) Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang
milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
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Pasal 11
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan /atau Daftar Barang
Kumsa Pengguna sebagai akibat dan penghapusan karena
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang
Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
Perubahan Dafinr Barang Milik Daerch scbagai akibat dari
penghnpusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan

dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Keempat
Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 12
Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang,
Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya
memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghaputan; dan
b.data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode
barang, kode register, nama barang, jenis, identitas,
kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] sckurang-kurangnya dilengkapi
dengan:
a. salinan/fotokopi  putusan  pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang mililk daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



« 12

[5) Penclitian sebagnimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:

u. penelitian data dan dokumen barang milik daerab;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang
milik dacrah sebagai objek putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan

¢, penelitian lapangan (on site wisif), jika diperlukan,

{6) Penelitinn lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
hurul ¢, dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara
barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan
dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan
penghapusan.

(7} Berdasarkan hasil penelitian sebagainana dimaksud pada
ayat (5, Pengeloln Barang mengajukan  permohanan
persetujuan kepada Bupati

Pasal 13

(1] Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayet (2] tdak
disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan
pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.

{2) Apabila permohonan penghapusan barang milik dacrah
disetujui, Bupati —menerbilkan sural  persetujuan
penghapusen barang milik daerah,

(3) Surat persetujuan  penghepusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memual data barang
milik daerah yang diutu,jui untuk dihapuskan, diantaranya
meliputi:

a. kode barang;

b. kode register;

€, nama barang;

d. tahun peralchan;

e. spesifikasi/identitas Leknis;

{. kondis| barang;

& jumlah;

h. nilai perolehan; .

i. nilai buku untuk barang milik deerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan




b Wewajiban  Pengonae Darang untuk  mwelaporkan
pelabosanman  Peoghapuman  kepaoa  (abernug apati/
Walikota melalul Peogelola arang,

Panal 14

(1) Derdanarknn  persetijuan upath  sebagaimana - dima ksl
dialam Pasal 13 ayat [2), Pengeloln Barang  menerbitkan
keputusan penghupsan barang,

[2) Kepitusan penghapusan sebagaimana dimaksid pada avat
(1) menjad] dasar Penggunn Barang/ Koaasa Pengguna Barang
melakuban penghapusen batang millk dacrah darl Daftar
Barang Pengguna dan/ntou Daftar Barang Kuasa Pengguna

() Keputusan penghapusan barmng milik daerah sebagaimana
ilimnkesud pada syl il] pallng s | (satu) bulan diterbitkan
oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan peoghagpusan

. barnng milik daerah darl Bupail,

() Penpguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik
duerah,

(5) Berdagarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimaksue pada ayal (3], Pengelola Barng menghapuskan
burang milik daerah dard Daftar Barang Milik Daerah,

Pusal 15
Fenghapusan scbagaimina dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13
#  don Pagal 14 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan

PR 'ﬂ“ s yung telah memperoleh kelkuatan hukum tetap don swdah tidak
,.E' EI._D_& nda upaya hukum lainnyn,

LA

i',it m ||' i Pusal 16

—mm -n.a_

(1) F-tl‘uhlhm Daltar Barang Pengguni danfatau Dalar Rarang
Kunsa Pengguna sebagnl akibat darl putusan pengadilan yang

. telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumbkan
dalam laporan semesterun dan laporan tahunan Pengguns
Harung dun{atau Kuasa Pengguna Darang.

(2) Perubuhan Daftar Barang Milik Deeruh sebagal akibat dari
putusan pengadilan yang telah memperoleh kelouatan hukum
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letap harus dicantumban dalam laporan semesteran  dan
bapearmn takivnan

Baginn Kellma
Penghagisan karens melaksannkan ketentuan peraluran
perunidang uridingarn

Pasal |7
(1) Penghapusan karenn melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalom Pasal 4
avat (1) hurafl e, diswall dengan pengajuan permohenan
penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang
kepada Bupatl melalul Pengeloln Barang.
. (Z) Permohonan schagalmana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikil memuat:
. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. dats barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang,
jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, don/otau
nilai perolehan,
(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagalmana dimaksud poda ayvat 1)

B EA T VOORTN g {4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

'sfﬁﬁg Pengelola  Barang mengajukan permohonan  persetujuan
e (.
‘Tﬁﬁ F[“]l\ Pasal 18
(1) Apablla Bupatl menyetujul permohonan  sebagaimana
] dimakmad dalom Pasal 17 ayat (4), Bupatl menerbitkan surat
peractujuan penghapusan,

(2) Burat persetujuan  penghapusan barang  milik  deerah
sehagalmana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data  barang  milik  deerah  yong  disetujul  untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang,
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spesifikasi/ identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai
bukuw, dan/atau nilai perolehan; dan

. b. kewajiban Pengguna Barang untuk  melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada avat (1}, Pengguna Barang melakukan penghapusan
barang milik dacrah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau
Dafar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan
keputusan penghapusan Pengelola Barang,

(4) Keputusan penghapusan barang milik dacrah sehagaimana
dimaksud pada ayat |3) diterbitkan paling lama | [satu) bulan
oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati,

Pasal 19

{1} Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan
penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {4).

(2] Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimakswd dalam Pasal 18 ayat (4], Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Dafltar Barang Milik
Daerah.

Pasal 20

(1) Perubahan Daflar Barang Pengguna danfatau Daltar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesieran dan laporan tahunan Pengguna Barang
dan/atau Kuaza Pengguna Barang.

{2} Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunsn.
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ﬁngian Keenam
Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan

Pasal 21

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf |, dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa
Pengguna Barang. *

(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah,

3} Keputusan ptnshﬂ-.i:ll.'m&n barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang
paling lama 1 (satu] bulan scjak tanggal berita acara
pemusnahan,

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan schagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita
acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan  keputusan  penghanusan  schagaimana
dimaksud pada ayat (3}, Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Paszal 22

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna danatau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengguna barang atau kussa pengguna barang.

{2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.
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Bagian Ketujuh
Penghapusan karena sebab lain

Pasal 23
(1} Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat {1) huruf g, dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang
vang sedikitnya memuat:

. a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b.data barang milik daerah vang dimohonkan untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode
barang, kode regisier, nama barang, jenis, identitas,
kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dapat diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati
untuk hewan/ikan/tanaman; atau

€ keadaan kahar (force majeure].

Pasal 24
[1}) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam
1AF KODRDINASH Pasal 23 ayat (3) huruf a, harus dilenghapi:
E_ﬁ_llﬂ__ a, surat keterangan dari Kepolisian; dan
0 1S8R b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
{ Barang yang sekurang-kurangnyva memuat:

—_— 1, identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2, pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan
barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian
serta tidak dapat dilketemulean; dan

3, pernyataan apablla di kemudian hari ditemukan bukti
bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud
diakibatkan adanya wunsur kelalman dan/ atau
kesengajaan  dari  Pejabat  yang menggunakan/
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penanggung jawab barang milik daerah/ Pengurus
Barang lersebul, maka tidak menutup kemungkinan
kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati
untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat {3) huruf b harus dilenghkapi:

a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang mengenai kebenaran permchonan yang diajukan.

c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut,
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/
ikan | tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c

. dilampiri hasil laporan pemeriksaan/ penelitian.

{3) Permohonan penghapusan barang milik dacrah dengan
alasan keadaan kahar {force majeure) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3] huruf ¢ harus dilenglkapi:

a. surat keterangan dad instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau
2, mengenal kondisi barang terkini karena keadaan kahar
(force majeure); dan
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena
mmf’/ keadaan kahar (force majeure] dari  Pengguna

iEHDh Barang/Kuasa Pengguna Barang,

L il '!'lf I

SHIRTH A Pasal 25

_H'EH.'.’:"* {1} Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
(2] Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
. a. penelitian  kelayakan  pertimbangan dan  alasan
permehonan penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode
barang, kode register, nama barsng, tahun perolehan,
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spesiliknsl fidentitas  barang milik daerah, penetapan
status penggunann, bukil kepemilikan untuk barang
millk dasral yang harus  dilengkapi  dengan  bukti
kepemilikun, nilid buku, don/atau nilal perolehan; dan

¢, penelithan fisik untuk permohonan penghapusan karena
alunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)
hurul b dan bural ¢ jika diperiukan.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayal {1), Pengeloln Barang mengajukan  permohonan
perseiujunn kepeda Bupati untuk penghapusan barang milik
dnernh knrenn sebab lain,

Pasal 26
(1] Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud
- dalam Pasal 25 ayat (3) tidak disetujui, Bupati

memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola
Barang disertai dengan alasan,

(2} Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat
peraetujuan penghapusan barang milik daerah.

(3) Bural perselujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] memual data barang
milik daerah yang disetujul untuk dibapuskan, vang
sekurang-kurangnya meliputi:

a, kode barang;
b. kode register;

s —

KOCROINAS

€. nama barang;

d. tahun perolehan;

e, apenifikasi/identitas teknis;

f. kondisi barang ;

B jumlak;

h. nilal peralehan;

i, nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan

Ji kewajiban  Pengguna  Barang  untuk  melaporkan
pelaksanann penghapusan kepada Bupati.
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Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pengelola Barang menelapkan keputusan
penghapusan paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal
persetujuan.

Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan
scbagaimana dimaksud pada ayal (4).

Pasal 27

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat [4].

Berdasarkan  keputusan penghapusan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daltar Barang Milik
Daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari secbab lain harus
dicantumkan dalam laperan semesteran dan laporan tahunan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat darn
scbab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan.

BAB IV

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Bagian Satu
Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang

Pasal 28

(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada

Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1) huruf a, dilakukan oleh Pengelola Barang,
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12) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
selelah Bupati m:n&hltl-mn keputusan penghapusan barang
milik daerah.

13) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud ayat (2) paling lambat 1 [satu) bulan diterbitkan
oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima
penyerahan kepada Pengguna Barang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
dan Berita Acara Sergh Terima penyerahan kepada Fengguna
Barang sebagaiamana dimaksud pada ayat 3).

(5) Berdasarkan  keputusan  penghapusan sehagaimana
dimaksud pada ayat (3], Pengelola Barang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar
Barang Milik Daerah,

Pasal 29

= (1} Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dar
peniyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan pengelola barang,
{2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

fahiinan.
PARAF mmw.s/ |
EIEH-_D-A \ q‘ E@ Kedua .
(SR 6 J‘ Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik
LU - dﬂemhkepadamk[_ajn
T

Wil
i

Pasal 30
(1} Penghapusan karcna pemindahtanganan atas barang milik
daerah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ dilakukan eleh Pengelola Barang.
(2] Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.
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{3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] paling lambal 1 ([satu) bulan
diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah
Terima,

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
vang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima , apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan
secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar
menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, apabila

y pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

(5) Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.,

Pazal 31

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola scbagai akibat dani
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan
dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola
Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumbkan
dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

R

PLEAF 100RDMA

u Bagian Ketiga
L T
W Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 32
(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) hurul d, dilakukan olch Pengelola Barang.
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(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan
kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
. b, data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya  meliputi  tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
jdentitas, kondisi, lokasi, nilai buku, danfatau nilai
perolehan.

{3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] sekurang-kurangnya dilengkam
dengan: .

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan cleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sehagaimana dimaksud pada ayat (3).

{5) Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang
. milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada

PARAF Hﬂﬂﬂmﬂhﬁk"‘f upaya hukum lainnya; dan

SEKDA c. penclitian lapangan (on site visif), jika diperlukan, guna
limm S memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang
Fm menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik
Y daerah yang menjadi objeck permohonan penghapusan.

{6} Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah
tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola
Barang disertai dengan alasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah
disetujui, Bupati' menerbitkan surat  persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

(8) Surat perselujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya

memuat;
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g.data barang milik daerah yang disetujul  untuk
dihapuskan, sckurang-kurangnya meliputi kode barang,
kode register, nama barang, tahun perolehan,
spesifikani/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai
buku, dan/atou nilai perolehan; dan

b, kewajiban  Pengelola Barang untuk  melaperkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati,

Pagal 33

(1] Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} Pengelola Barang melakukan
penghapusan barang millk daerah dari Dallar Barang
Pengelola.

|3} Keputusan penghapusan barang milik Jdaerah diterbitkan oleh
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

(4) Pengelola Barang menyvampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
barang milik daerah.

(5) Berdasarkan  keputusan  penghapusan  schagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 34
Penghapusan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal
33 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya.

Pasal 35
(1} Perubahan daflar barang Pengelola sebagai akibat dari
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huakum
tetnp harus dicantumbkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan pengelola barang.
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(2] Perubshan Daftar Barang Milik Dacrah sebagai akibat dari
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Bagian Keempat
Penghapusan barang millk daerah karena melaksanakan
ketentunn peraturan perundang-undangan

Pasal 36
(1) Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan
kelentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diawali dengan
mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah
dari Pengelola Barang kepada Bupati.
. (2} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b.data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, vang sekurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilsi buku dan/atau nilai

perolehan.
m/ (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan
EiDA ‘,;-l penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
_"HTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
ol M (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
b a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitian terhadap persturan perundang-undangan
terkait barang milik daerah; dan
¢. penelitian lapangan (on site visil), jika diperlukan, guna
memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang
. menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan
barang milik daerah yang menjadi objek permohonan
penghapusan,



Pasal 37

(1) Apabila Bupati menyetujul hasil penelitisn  sebagaimarna
dimaksud dala Pasal 36 ayat (4), Bupati menertatiesn surat
persctujuan penghapusan.

. (2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksid pards
ayal (1) paling sedikit mermusi.

n. data barang milik daerah yang disetujul untuk dibagrasian,
yang sekurang-kurangnys meliputi kede barang, keds
register, nama barang, spesifikasi fidentitas teknis, kondis,
jumlah, nilai buku, dan fatau nilad perclehan,

b. kewajiban  Pengelola Barang  untuk  melaporksn
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sehagaimans  dirmlosud
pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghspusan
barang milik daerah dari Daftar Pengelols Barang berdasariean
keputusan penghapusan Bupati.

(4) Keputusan penghapusan barang milik dacrah schegsimans
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama |
{satu) bulan sejak tanggal persetujusn.

Pasal 38

T (1} Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan  keputusan
penghapusan.

2) Berdasarkan  keputusan penghapusan  schagaimans
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4], Pengelola Barang
menghapuskan barang milik dacrah dari Daftar Barang Milik
Daerah.

Pasal 39

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dan
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangsn
harus dicantumkan dalam laporan semnesteran dan laporan
tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daecrah sehagai akibat dan
melaksanakan ketentuan peraturan  perundsng-undangan
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harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

taliuman.

Ragian Keenam
Penghapusan barang milik daersh karena pemusnahan

Pasal 40

(1] Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf [, dilakukan dengan ketentuan,

. {3 Penghapusan schagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah,

{3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat
1 [satu} bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara
pemusnahan,

{4) Pengelola  Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan p:ngll'l-upua-ﬂn
schagnimana dimaksud pada pada ayat (2} dan berita acara
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

{5) Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat [3), Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 41
(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola scbagai akibat dari
Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelola barang.
(2} Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sehagai akibat dari
pemusnahan barang milik daerah harus dicaniumkan dalam

laporan semesteran dan laporan tahunan,




Bagian Ketuiul
Penghapusan karena sebab lain

Pasal 42

(1] Penghapusan ksrena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 avat (1) hural g diakukan oleh Pengelola
Barang

{2} Pengciola Barang mengajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit
rReTE LAt
a pertimbengan dan alasan penghapucan; dan
b datzs barang milik daersh vang dimohonkan untuk

dihapusken yang di antaranya meliputi kode barang, kode
spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku,
dan /ateu nilai perolchan

y {3) Permohonan penghspusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada avet (2) dapat diajukan karena alasan:

& hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati
untuk hewan /ikan/tasnaman; dan/atau

& Surat Ketrrangsn deri Kepolisian;
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sckurang-
kurangnyva memuat
a. pﬂﬂjﬂmﬂnmﬂmﬁmhhemnpcmhmmdm
berang milik dacrah tersebut hilang karena kecurian
serta  tidek dapat diketemukan; dan
— 3. permyataan apabils di kemudian hari ditemukan bukti
. bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud
diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau
kesengajazn dani  Pejabat yang menggunakan/
Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan
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kepada yang bersangkutan skan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati
untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada
ayal [3) huruf b harus dilenghkapi:

a. identitas Pengelola Barang;

b. pemyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran
permohonan yang diajukan;

¢. permyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar,
susul, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan /ikan tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf ©
dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} huruf ¢, harus dilengkap:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeurs);
atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar
(force majeurs); dan
b. pernyataan bahwa barang milik daecrah telah terkena
keadaan kahar (force majeure),
(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dar Pengelola Barang
schagaimana dimaksud pada ayat (3).

(B) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {7) meliputi:

a. penelitian  kelayakan pertimbangan dan elasan
permohonan penghapusan;

b. penelitan data administratil sedikitnya terhadap tahun
perolehan, spesifikasifidentitas barang milik daerah,
penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk
barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan, nilal buku, dan/atau nilai perolehan; dan
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c. penelitian fistk untuk permohonan penghapusan karena
lasan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) hurufl b dan
huruf ¢ jika diperlukan.

Pasal 43

(1} Apabila permohonan penghapusan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3] tidak disetujui, Bupati
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan
alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3] disetujui, Bupati menerbitkan surat
persetujuan penghapusan barang milik daerah.

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik dacrah
sthapaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang
milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling
sedikit meliputi:

a. kode barang;

b. kode register;

¢. nama barang,

d. tahun perolehan;

e. spesifikasi/identitas teknis;

H‘ﬁ&ﬁﬂh_ﬁgi f. kondisi barang;

itﬁh g jumlah; _

B .,-_.I_IEE_ h. nilal perolehan;

“'“ET.; i nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
LEAG MUK dilakukan penyusutan; dan

j- kewajiban  Pengelola  Barang  untuk  melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

v (4} Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupati menetapkan keputusan penghapusan
paling lama 1 (setu) bulan sejak tanggal persetujuan.

{5) Pengelola Barang  melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daflar Barang Pengelela berdasarkan keputusan
penghapusan sebagnimana dimaksud pada ayat (4).
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Pasal 44

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
barang milik dacrah.

(2) Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik
Daerah.

i3) Perubahan Dafter Barang Milik Daersh sebagai akibat dan

sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada *anggal diundangakan.
Agar seliap orang yang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

pada tanggal 3 er 2019
SAAAT n:ﬂﬂﬂﬂhﬁﬂ"/ﬂl BUPATI PAD MAN,
SEKDA [

MEE Yo

I 181 KUK

Diundangkan di Parit Malintng
pada tanggal 2 Septewber 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

i

JONPRIADI
BERITA DAERAH ATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

NOMOR




